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LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  PURWAKARTA 

 
 

 
 

 
 

    NOMOR :   13              TAHUN  2008                            SERI C 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
 

NOMOR :   13    TAHUN 2008 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR   18    TAHUN 
2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURWAKARTA, 
 

Menimbang : a. bahwa Akta Kelahiran dan Kartu Tanda 
Pendudukan (KTP) merupakan dokumen 
kependudukan yang penting sebagai identitas 

yang wajib dimiliki oleh seluruh penduduk; 

  

b. bahwa agar seluruh penduduk yang telah 

memenuhi persyaratan tertentu dapat dengan 
mudah mendapatkan Akta kelahiran dan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP)  maka perlu dibebaskan 
untuk membayar tarif retribusinya; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, perlu adanya 

perubahan Peraturan Daerah  Nomor   18  
Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan 
Administrasi Kependudukan.   
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah  Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 
 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3019); 

 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3474); 

 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4048); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4235) ; 
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6. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548); 
 

 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4634) ; 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674) ; 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3050); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor  119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4139);  
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 
 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4736); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737) ; 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 

Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 
 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 

Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah; 
 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 

Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan 
Peraturan Daerah; 

 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 

18  Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan 

Administrasi Kependudukan. 

 

 



 5 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN 

PURWAKARTA 

dan  

BUPATI PURWAKARTA 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN  DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  18   TAHUN 
2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  

 
 

  Pasal I 
 

Beberapan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Nomor  18   Tahun 
2007 tentang Retribusi Pelayanan Aministrasi Kependudukan diubah 
sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b diubah, sehingga 

dibaca sebagai berikut: 
 

a. Kartu Keluarga (KK)    Tidak dikenakan biaya 

 b. Kartu Tanda Kependudukan (KTP)  Tidak dikenakan biaya 
 

2.  Ketentuan dalam Pasal 19 dihapus. 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.  
 

 
  Ditetapkan di Purwakarta 
  Pada tanggal 26 September 2008 

 
BUPATI PURWAKARTA, 

    ttd 
 

 
       DEDI MULYADI 

 

 

 Diundangkan di Purwakarta  

 Pada tanggal 26 September 2008 
 

       SEKRETARIS DAERAH  
    KABUPATEN PURWAKARTA 
 

 
 

DRS. H. MAMAN ROSAMA KM, MM 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2008  
 


